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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan
hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”
(Q.S Al Insyirah: 6-8)
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar”
(Khalifah Umar Bin Khattab)
“Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil, dan berhasillah kau;
anggap semua pelajaran mudah, dan semua akan jadi mudah; jangan
takut pada pelajaran apa pun, karena ketakutan itu sendiri
kebodohan awal yang akan membodohkan semua”
(Pramoedya Ananta Toer)
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ABSTRAK
Nama : Abd Khaliq Subchan
NIM : 10500112070
Judul : Efektivitas  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor
9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga
Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
Tahun 2010 sampai 2015
Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Daerah Kota Makassar Nomor
9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga Di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar”. Dimana dalam skripsi ini
terdiri dari 3 (tiga) sub masalah yakni (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
masalah dalam pengurusan identitas warga dalam hal administratif? (2) Bagaimana
langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan publik di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar? (3) Bagaimana efektivitas
dari pelaksanaan Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil?. Untuk
menyelesaikan sub maslah tersebut , maka digunakan metode pengumpulan data yang
bersumber dari studi dokumen, wawancara dan observasi. Adapaun teknik
pengolahan data yang digunakan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian
yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak
berbentuk angka.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas
Pelaksanaan Peraturan daerah kota Makassar Nomor 9 tahun 2009 di Kantor dinas
kependudukan dan catatan sipil kota Makassar dan untuk mengetahui problematika
dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar tepatnya di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Teknik pengumpulan data berupa
studi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Data penelitian ini terdiri dari
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara
langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat secara terstruktur.
Sedangkan data sekunder diperoleh dengan meneelah dokumen dan literatur yang
berkaitan dengan objek penelitian, data yang diperoleh dan dianalisa secara kualitatif
yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skrispsi.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang menjadi masalah
dalam Pengurusan identitas warga ini ada pada kinerja aparat yang kurang optimal
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kecenderungan dari masyarakat itu sendiri
yang masih rendah angka keasadarnnya dalam pengurusan dokumen kependudukan.
Serta lemahnya peraturan yang ada. (2) Langkah strategis yang di lakukan pemerintah
dalam memperbaiki sistem pelayanan yang ada, itu dengan evaluasi dan pembenahan
terhadap sistem pelayanan dan kinerja dari aparat pelaksana secara berkala. (3)
Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 ini berdasarkan
hasil wawancara yang dilakukan, dari pihak dinas kependudukan menyatakan telah
menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya dan selalu berusaha
memberikan pelayanan yang maksimal walaupun dengan prasarana seadanya. Namun
disisi lain dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penyusun dari
sebagian elemen masyarakat dan ditambah dengan sampel data yang ada
bahwasahnya pelayanan yang di berikan oleh dinas kependudukan belumlah optimal
secara merata dan keseluruhan tehadap berbagai elemen masyarakat yang ada.
Implikasi penelitian ini adalah (1) Konsistensi dari aparat pelaksana terhadap
komitmen yang telah disepakati dalam melakukan tugas dan fungsinya, serta
kesadaran dari masyarakat itu sendiri terkait penyelenggaraan administrasi
kependudukan. (2) Dukungan dalam bentuk partisipasi dari aparat penyelenggara dan
masyarakat kota Makassar akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan upaya-
upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan publik di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. (3) Diharapkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ini lebih mengoptimalkan lagi
terkait sistem komunikasi yang dilakukan, sumberdaya manusia, disposisi dan




Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang jumlah
penduduknya sangat besar, sebagai negara kepulauan penduduk Indonesia
mempunyai persebaran penduduk  yang tidak merata, banyak masalah yang
merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak
pemerintah untuk segera mengambil sebuah kebijakan. Di samping itu faktor
pertumbuhan penduduk yang besar serta persebarannya yang tidak merata dan
rendahnya kualitas penduduk juga menjadi suatu pemasalahan yang berkaitan dengan
kependudukan di Indonesia. SDM yang tinggi menyebabkan berbagai permasalahan
antara lain adalah kemiskinan, kesehatan dan pengangguran. Penduduk adalah Warga
Negara Indonesia dan Orang asing yang menetap di indonesia sedangkan warga
Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia dan Orang-orang bangsa
asing yang di sah kan dengan Undang-undang sebagai WNI.
Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan
status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh
penduduk yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuam Republik
Indonesia. Untuk menyikapi berbagai masalah yang berhubungan dengan
Kependudukan pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di
2Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna untuk
menanggulangi masalah kependudukan baik tingkat lokal dan nasional.
Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas
pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan Serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau
Surat Keterangan Kependudukan. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan
tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaan diawali dari
desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk,sehingga setiap warga
terdaftar secara administrasi dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Administrasi Kependudukan.1
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SIAK adalah Suatu
sistem Informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi
kependudukan di indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan catatan sipil.
Keberadaan sistem. administrasi kependudukan akan menghasilkan data
kependudukan yang akurat, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi,
pendidikan, dan lain-lain sehingga dengan data yang akurat tesebut berguna untuk
implementasi kebijakan atau program pemerintahan lainnya. Dokumen
Kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan oleh instansi pelaksana
1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
3sebagai satu kesatuan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik
yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.2
Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai
tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses
pelayanan untuk mencapai tujuan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian
kegiatan dan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
Administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan
publik dan pembangunan sektor lain. Penyelenggara yang mengelola adalah
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.3 Pelaksanaan
pelayanan pencatatan sipil meliputi:
1. Pencatatan Peristiwa Kelahiran
2. Pencatatan Peristiwa Kematian
3. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk




2 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, pasal 1.
3 A.W.Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga dan Administrasi desa (Cet. 1; Jakarta: Rajawali





12. Perubahan status kewarganegaraan
13. Pembatalan perkawinan
14. Pembatalan perceraian
15. Dan peristiwa penting lainnya
Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan
sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sesuai dengan perubahan dan
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia
sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status
seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan,
kelahiran kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun
pergantian nama. Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut
harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan
demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan
Sipil.
Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketentuan mengenai perlindungan
dan pengakuan status hukum seseorang, secara implisit bisa ditemukan dalam Pasal
28D ayat (1), mengenai pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta
5perlakukan yang sama di hadapan hukum, yang melekat kepadanya dan tidak bisa
dipisahkan. Di dalam Pasal 3 ayat (2) yang kemudian diikuti dengan Pasal 26 ayat (1)
dan,  Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang senada dengan
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4
Dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi
pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran
penduduk dan  pencatatan sipil. Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara
setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi
persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.5
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrsi Kependudukan  dan Catatan Sipil Juga menyatakan
tentang Hak dan Kewajiban penduduk dalam hal pelayanan, pengurusan pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang
dimiliki yakni  pada pasal 3 ayat 1 sampai 6 yang menjelaskan tentang hak dan
kewajiban penduduk secara detailnya. Selain itu ada juga pasal 44 yang menjelaskan
tentang prosedur pengurusan admnistrasi kependudukan  dalam hal biaya pelayanan
4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang  Administrasi Kependudukan.
6yakni pada  pasal 44 ayat 1 menyatkan secara tegas dan jelas bahwa Pembebasan
biaya atas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi penduduk
kota. Pembebasan biaya atas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
bagi penduduk kota Pembebasan biaya atas pelayanan administrasi kependudukan
dan catatan sipil bagi penduduk kota.6
Pada hakikatnya tugas pemerintah (eksekutif dan legislatif) baik di pusat
maupun di daerah adalah menetapkan kebijakan  politik dan tugas administrasi
Pemerintahan.7 Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib
Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari
pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari
pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan dan diikuti oleh Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun
2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,
Dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah
kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang
memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas
pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Dalam menjalankan
6 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan  dan Catatan Sipil.
7 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2012),  h. 50.
7penyelenggaraan administrai kependudukan, maka peristiwa penting penduduk harus
ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.8
Makassar adalah  salah satu kota di Indonesia yang di 1971 hingga 1999
secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah ibu kota provinsi Sulawesi
Selatan. Makassar tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dan dengan wilayah
seluas 199,26 km² dan penduduk hampir mencapai 1,4 juta jiwa, kota ini berada di
urutan kelima dalam hal jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan
Medan.
Masyarakat di kota Makassar khususnya dalam hal  pengetahuan  tentang
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, berdasarkan realita yang terjadi,
masyarakat di kota Makassar sudah lumayan banyak  yang memiliki angka kesadaran
atas segala hal pengurusan Dokumen Kependudukan dibandingkan dengan
masyarakat yang masih rendah angka kesadaranya dalam hal pengurusan Dokumen
Kependudukan dan apabila di presentasekan sekitar 70% banding 30% masyarakat.
Namun yang menjadi masalah dan sangat disayangkan ketika kita kembali lagi pada
aparat pelaksananya sebagai item penyelenggara Administrasi kependudukan ini
mulai dari hal Pengurusan Administrasi yang menyangkut seluruh masalah
kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
data-informasi kependudukan belumlah optimal secara keseluruhan dalam
memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang di amanatkan UU, sehingga patut
menjadi perhatian untuk segera melakukan evaluasi terhadap prosedur pelayanan
8 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
8pengurusan  administratif identitas warga dengan penyelenggaraan administrasi
kependudukan yang bersih, jujur dan transparan sesuai ketentuan UU untuk
mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang
mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu
dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh
masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern
khususnya bidang pelayanan masyarakat.
Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan yang ada itu adalah berkaitan
dengan hal-hal seperti Akses dan cakupan masyarakat dalam pengurusan dokumen
kependudukan, Pelayanan dan prasarana yang belum optimal dan memadai,
Komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang belum merata secara keseluruhan,
Sumber daya manusia yang belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Sehingga bisa dikatakan bahwasanya Kinerja pelayanan masyarakat dibidang
Administrasi Kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak
seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akta
Kelahiran, dan  identitas hukum lain-lain, dewasa ini belum memuaskan. Masih
kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut dampaknya sangat besar terutama
terhadap bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat pada era reformasi sekarang ini
semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh
pelayanan yang baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut.
9Melihat berbagai macam masalah yang terjadi berdasarkan pernyataan di atas,
bisa dikatakan bahwa fungsi pemerintah dalam mengayomi dan melayani masyarakat
khususnya pada pemenuhan atas hak perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting yang dialami oleh segelintir masyarakat, khususnya penduduk kota
Makassar itu belumlah merata dan optimal. Padahal sebagai pemimpin harusnya bisa
memimpin daerah dan rakyatnya, khususnya lagi dalam hal mengayomi dan melayani
agar bisa mewujudkan yang namanya kenyamanan , kesejahteraan, ketentraman dan
ketertiban di masyarakat.
Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk
melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-
perintah-Nya. Sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 59:
                      
                     
  
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.9
9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), h.
88.
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Ayat di atas menjelaskan perintah kapada orang-orang yang beriman ”dan
kepada perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul dan Ulil amri. Oleh karena itu
Allah berfirman “ taatlah kepada Allah”, yakni ikutilah kitab-kitabnya, “dan taatlah
kepada Rasul”, yakni pegang teguhlah sunnahnya, “dan kepada Ulil Amri atau
pemimpin di antara kamu”, yakni terhadap ketaatan yang mereka perintahkan
kepadamu, berupa ketaatan kepada Allah bukan ketaatan kepada kemaksiatan
terhadapnya. Kemudian apabila kamu berselisih tentang suatu hal maka kembalihla
kepada al-qur’an dan hadits.
Ibnu Taimyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang
telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah adalah dengan menaati
peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering disalahgunakan
oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta.
 ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ َﺮَﻤُﻋ َﻲِﺿَراﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟ َلﻮُﺳَر ﱠنَأ ﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا  ﻰ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟ ٍعَار ْﻢُﻜﱡﻠُﻛ ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠَُﻛو
 ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣَو ٍعَار ُمﺎَﻣ ِْﻹا ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ َﻮُﻫَو ِﻪِﻠْﻫَأ ﻲِﻓ ٍعَار ُﻞُﺟﱠﺮﻟاَو ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ُةَأْﺮَﻤْﻟاَو ِﺖْﻴَـﺑ ﻲِﻓ ٌﺔَﻴِﻋَار
ﺎَﻬِﺟْوَز ٌﻲِﻓ ٍعَار ُمِدﺎَﺨْﻟاَو ﺎَﻬِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌﺔَﻟﻮُﺌْﺴَﻣَو ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣَو ٍعَار ْﻢُﻜﱡﻠَُﻛو ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣَو ِﻩِﺪﱢﻴَﺳ ِلﺎَﻣ10
Terjemahnya:
Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata :”Kalian adalah
pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah
pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban
10 Al-Hafidz Dzakiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundzari, Mukhtashar Shahih
Muslim ( Cet. 1; Solo: Insan Kamil, 2012), h. 632-633.
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atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan
dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah
pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai
pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian
sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
“(HR. Bukhari 893, Muslim 1829, An-Nawawi 12/529-531)
Dalam ayat dan hadits di atas terlihat jelas tujuan dan tugas utama seorang
pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta
melaksanakan perintah-perintah-Nya. Hadits ini juga menjelaskan tentang peringatan
kepada seorang penguasa atau pemimpin dalam melaksanakan kewenangan dan
kewajibannya akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya, dan
seorang pelayan atau bawahan adalah pemimpin dalam melaksanakan atau
menjalankan perintah dan amanah dari pemimpinnya akan diminta
pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya.
Dalam uraian latar belakang di atas, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi
penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk
skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga Di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2011
Sampai 2015”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus pada penelitian ini adalah pada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif
Identitas Warga Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
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dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-
variabel judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa
pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam skripsi ini.
Kata “Efektivitas” berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris “effective”
yang telah mengintervensi kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”
dalam bahasa Belanda “effectiev” memiliki makna “berdaya guna”. Efektivitas
berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif
ini dapat diartikan sebagai ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya dan
sebagainya); manjur, mujarab, mempan. Kata efektivitas ini sendiri dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia disamakan artinya dengan keefektifan yaitu, 1. Hal berkesan
atau berpengaruh; 2. (obat) kemujaraban, kemanjuran: 3. (usaha, tindakan)
keberhasilan; 4. (Undang-Undang, Peraturan dan sebagainya) hal mulai berlaku.11
Kata “Administratif” atau administrasi dalam arti luas adalah proses
penyelenggaraan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dengan menggunakan sumber daya manusia (human) dan bukan manusia (non
human).12 Pengertian Administrasi dalam arti sempit adalah suatu proses kegiatan
yang dilakukan dan melibatkan sebagian orang dalam organisasi untuk mencapai
11 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Ed. 1, Jakarta:
Modern English Press, 1991), h.376 .
12 H.A.S Moenir, Manajemen Pelayanan Umum (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 79.
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bagian sasaran antara yang ditetapkan. Sebutan khusus untuk pengertian administrasi
dalam arti sempit ini adalah ketatausahaan.13
Kata “Identitas” menurut Istilah berasal dari bahasa Inggris, Identity yang
memiliki arti sebagai ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri. Menurut bahasa “Identitas”
adalah “Pengenalan atau pengakuan terhadap seseorang yang termasuk dalam suatu
golongan yang di lakukan berdasarkan atas serangkaian ciri-ciri yang merupakan
suatu kesatuan bulat dan menyeluruh, serta menandainya sehingga dapat dimasukkan
dalam golongan tersebut.14
Kata “Warga” Menurut UUD 1945 Pasal 6 menyatakan bahwa Warga Negara
adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran,
dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu.
memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat
dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing (WNA).15
“Catatan Sipil” Menurut Subekti dan Tijitrosoedibio Burgelijk Stand
(Belanda), catatan sipil adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara
daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa
penting bagi para warga Negara, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian.
13 H.A.S Moenir, Manajemen Pelayanan Umum, h. 78 .
14 Salim, Arshal, GP, at al, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Press, 2000),  h. 2.
15 Republik Indonesia, Undang – undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
,Pasal 6.
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Menurut Volmar, Catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh
penguasa yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu
memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa penting bagi status
keperdataan seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan
kematian. Peristiwa-peristiwa ini dicatat, agar mengenai itu baik bagi yang
berkepentingan maupun bagi pihak ketiga ada buktinya
Menurut Nico Gami dan I Nyoman Budi Jaya, Catatan sipil adalah suatu
lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftar setiap peristiwa yang dialami
oleh warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya.
Tujuannya untuk mendapatkan data selengkap mungkin, agar status warga
masyarakat dapat diketahui.16
“Makassar” Salah satu kota di Indonesia yang letaknya di Sul-Sel. Kota
Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah
ibu kotaprovinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota terbesar di kawasan
Indonesia Timur dan wilayah metropolitan terbesar kedua di luar Pulau Jawa, setelah
Kota Medan. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur dan
Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi dan
berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan
Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa
di sebelah selatan. Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar
16 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia (Cet.
1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006),  h. 190.
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tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dan dengan wilayah seluas 199,26 km²
dan penduduk hampir mencapai 1,4 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima dalam
hal jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.
Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dalam penulisan
skripsi ini mencakup proses pelaksanaan pengurusan administratif  identitas warga
menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 tahun 2009. Sedangkan mengenai
tempat penelitian yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa
masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah dalam pengurusan
identitas warga dalam hal administratif?
2. Bagaimana langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki Sistem
pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil Kota
Makassar?
3. Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Peraturan daerah Kota Makassar
Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian
yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai
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keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang
di mana di dalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Adapun beberapa
literatur-literatur yang akan berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti yakni
Mengenai pelaksanaan pengurusan administratif identitas warga  menurut Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:
Skripsi yang berjudul “Implementasi Pelayanan Atas Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Administrasi Kependudukan  (Studi Di Kabupaten Malang)” yang
disusun oleh Yana Gilang Permatasari.17 Skripsi ini membahas tentang bagaimana
Pelayanan dan Pengawasan Penyelanggaraan Administrasi Kependudukan
berdasarkan pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan
di kabupaten malang.
Skripsi ini lebih memaparkan gambaran umum tentang pelaksanaan
penyelanggaraan administrasi kependudukan dan dalam penelitiannya penulis
menyimpulkan bahwa Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan
atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Malang tepatnya di
17 Yana Gilang Permata sari, Implementasi Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan  (Studi Di Kabupaten Malang), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas  Hukum
, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya (Malang, 2014). http://hukum.stud-
entjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/890/879 ( Diakses pada hari Sabtu 25 Juni
2015 Pukul 07.51 WIB).
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Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah
memberikan pelayanan dengan optimal. Dinas juga memberikan sosialisasi kepada
Kecamatan yang bersangkutan dan telah memberikan solusi terbaik. Dalam
melakukan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan
sudah sesuai dengan 8 unsur pelayanan yang baik yaitu Kesederhanaan,
kejelasan/kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan
ketetapan waktu. Sedangkan penulis dalam penyusunan skripsi ini lebih fokus
membahas tentang pelaksanaan pengurusan administratif identitas warga menurut
peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam
Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten
Klaten” yang disusun oleh Haryono.18 Skripsi ini membahas tentang bagaimana
pelaksanaan pencatatan akta kelahiran dalam mewujudkan tertib Administrasi
Kependudukan artinya fokus peneliti skripsi ini hanya pada struktur dan proses
pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan akta kelahiran dalam
mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten
Klaten. Sedangkan penulis dalam penyusunan skripsi ini lebih fokus membahas
18 Haryono, Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib
Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, Skripsi, Program Studi Ilmu
Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2013). http://r.search.
yahoo.com. ( diakses  hari sabtu 28 Juni 2015 Pukul 07.29 WIB).
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tentang pelaksanaan pengurusan administratif identitas warga menurut peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil.
Siswosoediro, Henry S dan Veronika Dian A dalam bukunya yang berjudul
Mengurus surat-surat kependudukan (Identitas Diri). Beliau ini memberikan
gambaran tentang tata cara mengurus atau mendapatkan surat-surat kependudukan
sebagai identitas diri, seperti surat dan akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP),
kartu keluarga (KK), surat dan akta pernikahan, paspor, surat kematian, serta surat
kependudukan lainnya secara sah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
Selain itu buku ini juga membahas mulai dari fungsi, kegunaan, persyaratan
administratif, prosedur pembuatan, sampai biaya resmi yang harus dibayarkan untuk
mendapatkan surat kependudukan dan kadang-kadang dalam pengurusan beberapa
surat penduduk ini tidak dipungut biaya apa pun alias gratis. Sedangkan penulis
membahas tentang dalam penyusunan skripsi ini lebih fokus membahas tentang
pelaksanaan pengurusan administratif identitas warga menurut peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil dan secara tidak langsung baik skripsi yang
sementara disusun oleh penulis maupun buku ini sangat memiliki keterkaitan antara
satu sama lain.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan Rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang hendak penulis
capai sehubungan dengan penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah dalam
pengurusan identitas warga dalam hal administratif.
2. Untuk mengetahui langkah starategis Pemerintah dalam memperbaiki
Pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil.
Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka
diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan atau kontribusi sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
1) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan sekaligus menambah
jumlah penelitian Empiris di Bidang Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum
Administrasi Negara, khususnya kajian tentang Pelaksanaan Pengurusan
Administratif Identitas Warga sebagai bagian dari Administrasi
kependudukan.
2) Penelitian ini juga diharapkan akan menambah khazanah ilmu pengetahuan
kita bersama dan juga memberi sumbangan pengetahuan yang berguna bagi
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya pada hukum tata
Negara, Selanjutnya penelitian ini juga memberikan gambaran yang jelas
tentang pelaksanaan pengurusan administratif identitas warga dan pengakuan
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terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk Indonesia
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu,
dengan melakukan penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu yang telah
didapat dalam perkuliahan dan dapat terlatih dalam melaksanakan penelitian
dengan baik.
b. Kegunaan Praktis
1) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan
pengamat literatur-literatur pelayanan maupun pelaksanaan pengurusan
administratif identitas warga ataupun segala hal yang berkaitan dengan
(Administrasi Kependudukan).
2) Memberikan kontribusi kepada pihak terkait/atau dinas terkait dalam
menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan pengurusan
administratif identitas warga dan pengakuan terhadap setiap status pribadi dan
status hukum setiap penduduk Indonesia berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9
Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil.
3) Memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan dapat
memberikan penjelasan dan masukan kepada masyarakat yang akan
berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam
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memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan pada pengurusan
Administrasi Kependudukan untuk dapat memperoleh perlindungan dan





A. Konsep Umum Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,
merupakan landasan hukum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan
menggunakan metode registrasi penduduk.
Administrasi Kependudukan sangat penting dan strategis, karena penduduk
merupakan salah satu pilar dari berdirinya satu negara. Jumlah penduduk Indonesia
yang relatif besar harus dicatat, dikelola dan ditingkatkan kualitasnya. Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan
landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan
metode registrasi penduduk. Melalui ketentuan ini jumlah penduduk Indonesia yang
besar tersebut perlu diadministrasikan secara benar, tertib, teratur dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada prinsipnya diarahkan
untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa
deskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam
pelaksanaan administrasi kependudukan, menyediakan database kependudukan yang
lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan
secara nasional, regional dan lokal, serta untuk penerbitan dokumen Kependudukan
yang keabsahannya diakui oleh semua pihak. Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan yang tertib akan mendukung terwujudnya good governance,
mengoptimalkan demokratisasi dan melindungi Hak Asasi Manusia dalam rangka
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kondisi tersebut tidaklah
mudah, karena membutuhkan prasyarat yang kompleks seperti piranti hukum,
kemantapan kelembagaan, kemampuan aparatur, keteraturan manajemen,
ketersediaan pembiayaan sampai dengan dukungan kesadaran masyarakat.
1. Pengertian Administrasi Kependudukan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan pengertian
Administrasi Kependudukan yakni dalam
pasal 1 ayat 1
Menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
dan pembangunan sektor lain.1
2. Jenis-jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan
Jenis-jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi dari pengurusan
dan penerbitan yakni:
a. Kartu Keluarga (KK);
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. Surat keterangan pindah dalam kelurahan;
d. Surat keterangan pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan;
e. Surat keterangan pindah antar kecamatan dalam kota;
f. Surat keterangan pindah antar kabupaten kota dalam provinsi;
1 Undang-undang  Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,  pasal 1 ayat
1.
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g. Surat keterangan pindah antar provinsi;
h. Surat keterangan pindah antar negara;
i. Surat keterangan pindah Warga negara asing;
j. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Warga negara asing;
k. Kartu identitas penduduk musiman.2
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara
1. Pengertian Warga Negara
Kewarganegaraan (Warga Negara) adalah sekelompok orang yang
berdasarkan ketentuan hukum berstatus sebagai pendukung tertib hukum Negara.
Mereka mempunyai hak-hak dari Negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap
Negara. Berbeda dengan warga Negara asing, mereka bukanlah sebagai pendukung
tertib hukum dari Negara tersebut.3
Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi
perkumpulan. Warga Negara artinya warga atau anggota dari suatu Negara. Kita
sering juga sering mendengar kata-kata seperti warga desa, warga kota, warga
masyarakat, warga bangsa, dan warga dunia. Warga diartikan sebagai anggota atau
peserta. Jadi, warga Negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu
Negara.
2 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, pasal 18.
3 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Cet. 2; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005),
h. 160.
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Istilah warga Negara merupakan terjemahan dari kata citizen (bahasa inggris)
yang mempunyai arti sebagai berikut:
a. Warga Negara
b. Petunjuk dari sebuah kota
c. Sesama waraga Negara, sesama penduduk, orang setanah air
d. Bawahan atau kawula4
Terjemahan dari citizen artinya adalah anggota dari suatu komunitas yang
membentuk Negara itu sendiri5
Menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa Warga
Negara adalah  yakni dalam:
Pasal 26
menyatakan bahwa Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa
berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, pengesahan oleh undang-undang sebagai
waraga Negara, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai
warga negara itu. memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah
negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing
(WNA).6.
2. Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban warga Negara secara umum tercantum dalam Pasal 27
sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 pada
pasal 2, 3 dan 4 yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara yang lebih
4 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Ed. 2, Cet. 1; Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2007), h. 47.
5 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, h. 48.
6 Undang – Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26.
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terkhusus lagi dalam hal Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kemudian
selanjutnya adapun Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosialdan
kerakyatan.
b. Hak membela Negara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi :Setiap waerga
Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
c. Hak berpendapat. Pasal 28 UUD 1945, yaitu Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, megeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang.
d. Hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Ayat (1)
berbunyi bahwa: “ Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa.” Ini
berarti bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ayat (2)
berbunyi: “ Negara menjamin kemerdekann tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
kepercayaannya itu.”
e. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 Yaitu hak dan kewajiban dalam membela Negara.
Dinyatakan bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan Negara.
f. Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Yaitu hak untuk mendapatkan
pengajaran.Ayat (1) menerangkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak
mendapatkan pengajaran.Adapun dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran  nasional yang
diatur dengan UUD 1945.
g. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Pasal 32 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia ditengah peradaban7 dunia dengan menjamin  kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
h. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (1),
(2), (3), (4), dan (5) UUD 1945:
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekurangan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
7 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, h. 58.
27
3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkedaulatan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan manjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.
6) Hak mendapatkan jaminan keadilan social. Dalam Pasal 34 UUD 1945
dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
Negara.
Kewajiban Warga Negara terhadap Negara Indonesia, antara lain:
a) Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat(1) UUD 145
berbunyi: segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan
tidak ada kecualinya.
b) Kewajiban membela Negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang manyatakan
setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
Negara.
c) Kewajiban dalam upaya pertahanan Negara. Pasal 130 ayat (1) UUD 1945
menyatakan: Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan Negara.8
Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun
2013 mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yakni pada Pasal 2, 3
dan 4, sebagai berikut.
a. (Pasal 2)
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh.
1) Dokumen Kependudukan.
2) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3) Perlindungan atas Data Pribadi.
4) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
8 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan,  h. 58.
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5) Informasi mengenai data hasil Prndaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
atas dirinya dan/atau keluarganya.
6) Ganti rugi dalam pemulihan nama baik sebagai akibat salah dalam
pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data
Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
b. (Pasal 3)
1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Persitiwa Kependudukan dan Persitiwa
Penting yang dialaminya kepada instansi Pelaksana dengan memenuhi
persyaratan yang diperlakukan dalam Pendaftaran Pendudukn dan Pencatatan
Sipil.
c. (Pasal 4)
2) Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia
wajib melaporkan Persitiwa Kependudukan dan Persitiwa Penting yang
dialaminya kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat
dan/atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi
persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.
C. Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana
1. Konsep Dasar Kewenangan
Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari
hukum administrasi, karena pemerintahan administrasi baru dapat menjalankan
fungsinya adalah atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak
pemerintahan atas dasar wewenang yang distur dalam peraturan perundang-undangan
(legalitiet beginselen). Istilah wewenang sebanrnya tidak dapat disejajarkan apalagi
disamakan dengan istilah bevoegdheid dalam kepustakaan hukum belanda, karena
istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, terutama berkaitan dengan
karakter hukumnya. Berdasarkan karakternya bevoegdheid digunakan dengan konsep
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hukum publik dan konsep hukum privat, sedangkan wewenang hanya berlaku dalam
konsep hukum publik saja.
Menurut S,F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan
bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan
hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintah memliki sifat-
sifat, antara lain : (1) expres im plied; (2) jelas maksud dan tujuannya; (3) terikat pada
waktu tertentu; (4) tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan
(5) isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.
Wewenang merupakan konsep inti dalam buku hukum tata Negara dan hukum
administrasi Negara, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan
kewajiban, bahkan di dalam Hukum Tata Negara wewenang dideskripsikan sebagai
kekuasaan hukum (rechtskracht), artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan
wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht). Berkaitan dengan
kekuasaan hukum, ada dua hal yang perlu dideskripsikan yakni berkaitan dengan
keabsahan (sahnya) tindak pemerintahan dan kekuasaan hukum (rechtskracht), kedua
hal tersebut saling berkaitan. Sah adalah pendapat atau pernyataan tentang sesuatu
tindak pemerintahan, sedangkan kekuasaan hukum adalah sesuatu yang mengenai
kerjanya (linkungan dan pengarunya). Suatu tindak pemerintahan sah, bilamana dapat
diterima sebagai suatu bagian dari ketertiban hukum, dan suatu tindak pemerintahan
mempunyai kekuasaan hukum bilamana dapat mempengaruhi pergaulan hukum.
Konkritnya, bahwa wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum
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setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut adalah sah, baru kemudian tindak
pemerintahan tersebut mendapat kekuasaan hukum.
Secara teoritis, pengertian kekuasaan hukum dapat dibedakan menjadi dua,
yakni: kekuasaan hukum formil (formele rechtskracht) dan kekuasaan hukum materiil
(materiele rechtskracht).
a. Kekuasaan hukum formil (formele rechtskracht), adalah pengaruh yang timbul
akibat adanya keputusan; dan
b. Kekuasaan hukum materi (materiele rechtskracht), adalah keputusan yang tidak
lagi dapat dibantah oleh suatu alat hukum.9
Menurut Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, di
dalam hukum publik wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen,
yaitu:
a. Komponenen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk
mengendalikan perilaku subjek hukum;
b. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar
hukumnya; dan
c. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang,
baik standar umum (semua jenis wewenang) maupun standar khusus (untuk jenis
wewenang tertentu).
9 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015), h.
97-98
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Di dalam kepustakaan hukum publik terutama dalam hukum administrasi
Negara, wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian,
sebagai berikut:
a. Wewenang yang bersifat terikat yakni wewenang yang harus sesuai dengan aturan
dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat
dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil.
Disini ada aturan dasar yang mengatur secara rinci syarat-syarat digunakannya
wewenang. Syarat tersebut mengikat bagi organ pemerintahan ketika akan
menjalankan wewenangnya dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar
dimaksud ketika wewenang dijalankan.
b. Wewenang bersifat fakulatif yakni wewenang yang dimiliki oleh badan atau
pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk
menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain
walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu
berdasarkan aturan dasarnya.
c. Wewenang bersifat bebas yakni wewenang badan atau pejabat pemerintahan
administrasi dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan
sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan
dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.
Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge sebagai mana dikutip oleh
philipus M. Hadjon bahwa kewenanan bebas ini dibagi dalam dua kategori, yakni
kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid) yakni bila peraturan memberikan
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wewenang kepada organ pemerintahan sedangkan organ tersebut bebas untuk tidak
menggunakan meskipun syarat-syarat pengguna secara sah terpenuhi. Kemudian
kebebasan penilaian (beleidsvrijheid) yakni wewenang menurut hukum diserahkan
kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mendiri dan eksklusif apakah
syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.10
Berkaca pada berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang di atur dalam PP
Nomor 25 Tahun 2000, dimana hanya kewenangan Pusat dan Provinsi yang diatur
dan sisanya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk pengakuan,
cenderung menciptakan kondisi saling klaim kewenangan antara tingkat
pemerintahan. Selanjtnya UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diatur dalam PP Nomor
38 Tahun 2007, mencoba membagi setiap urusan pemerintahan dengan menggunakan
tiga kriteria yaitu externalitas, akuntabilitas dan efesiensi. Dengan cara tersebut, maka
dalam setiap urusan akan jelas apa-apa saja yang menjadi kewenangan Pusat,
Provinsi dan Kabupaten Kota.
Kemudian untuk mencegah terjadinya multi interprestasi, maka dari setiap
urusan yang diserahkan ke daerah diikuti dengan aturan yang jelas bagaimana untuk
melaksanakan urusan tersebut. Pengaturan tersebut, dikenal dengan istilah NSPK
(Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang dahulu sangat populer dengan istilah
juklak dan juknis untuk mengerjakan urusan tersebut.11
10 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, h. 99-100.




Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013  Di jelaskan pengertian
Penyelenggara yakni dalam
Pasal 1 ayat 6
Menyatakan bahwa Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan
Administrasi Kependudukan.12
Pengertian pemerintah dalam arti sempit dan dalam arti luas yaitu, pemerintah
dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan Negara yang diserahi tugas
pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah
tak hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (Eksekutif atau Bestuur). Sedangkan
Pemerintah dalam arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan semua
kekuasaan di dalam negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan
yudikatif. Jadi semua pemegang kekuasaan di dalam negera (legislatif, eksekutif, dan
yudikatif seperti trias politika dari Montesquieu) adalah termasuk pemerintah dalam
arti yang luas.
Donner mengemukakan bahwa cakupan pemerintah dalam pengertian yang
luas meliputi badan-badan yang menentukan haluan Negara dan berkedudukan di
pusat, kedian terdapat juga instansi-instansi yang melaksanakan kepeutusan dari
12 Undang-undang  Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,  pasal 1 ayat
6.
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badan-badan itu. Sedangakan Van Vollenhoven mengemukakan bahwa pemerintah
dalam arti luas itu terbagi atas empat fungsi yaitu pembentuk undang-undang,
pelaksana/pemerintah (bestuur), polisi dan keadilan.13
Adapun pembagian kewenangan penyelenggara berdasarkan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013  yakni dalam pasal 5, 6 dan 7, Sebagai berikut;
a. Pemerintah (Pasal 5)
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan
Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh menteri dengan
kewenangan meliputi:
1) Koordinasi antara instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan.
2) Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi
Kependudukan.
3) Sosialisasi Administrasi Kependudukan.
4) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan
Administrasi Kependudukan.
5) Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional.
6) Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen kependudukan
b. Pemerintah Provinsi (Pasal 6)
Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan
urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukann oleh gubernur dengan
kewenangan meliputi:
1) Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.
3) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4) Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi.
5) Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
c. Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 7)
13 Marbun dan Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Ed. 1, Cet. 1;
Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 8-9.
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Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh
bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
1) Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2) Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang
Adminisrasi Kependudukan.
3) Pengauran teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5) Pelaksanaan kegiaan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi
Kependudukan.
6) Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagaian urusan
Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembanuan.
7) Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota.
8) Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Adminisrasi Kependudukan.
3. Pengertian Instansi Pelaksana
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013  Di jelaskan pengertian
Instansi Pelaksana yakni dalam
Pasal 1 ayat 7
Menyatakan bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota
yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan
Administrasi Kependudukan.
Adapun pembagian kewenangan instansi pelaksana berdasarkan Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2013  yakni dalam pasal 8 dan 9, Sebagai berikut;
a. (Pasal 8)
Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan
kewajiban yang meliputi:
1) Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
2) Memberikan pelayanan yang sama dan profesioanal kepada setiap Penduduk
atas pelaporan Peristiwa Kependudukannya dan Peristiwa Penting.
3) Menerbitkan Dokumen Kependudukan.
4) Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
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5) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting.
6) Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh
Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
b. (Pasal 9)
Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan
kewenangan yang meliputi:
1) Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk.
2) Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas
dasar putusan atau penetapan pengadilan.
3) Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada
lembaga peradilan.
4) Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
D. Dasar Hukum Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
PP No 37 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 yang
disahkan tanggal 28 Juni 2007.
Perpres No 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara
Nasional yang disahkanpada tanggal 19 Juni 2009.
Peraturan Daerah Kota Makassar No 9 Tahun  2009 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kota Makassar.
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E. Kerangka Konseptual
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9
Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas  Warga di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
Dasar Hukum
1.  Undang-undang No. 24 Tahun
2013 Tentang  Administrasi
Kependudukan.
2.  PP No.37 Tahun 2007.
3.  Perpres No. 26 Tahun 2009.
4. Peraturan Daerah Kota Makas-
sar No. 9 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Catatan
Sipil Di Kota Makassar.
Faktor-faktor  apa  saja  yang
menyebabkan problem dalam
pengurusan  identitas  waraga









Terwujudnya suatu sistem pelaksanaan Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
yang bersih dan adil serta menjunjung tinggi asas pelayanan
publik yang baik.
Penerapan Perda Makassar :
1. Hak dan Kewajiban warga
dalam Perda Makassar.
2. Kewenangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)





A. Jenis dan Lokasi Penelitian
a) Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori
dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai Efektivitas Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan
Administratif Identitas Warga di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Makassar Tahun 2010 Sampai 2015. Penulis memperoleh data-data dengan cara
wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.
b) Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan
permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan
penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan
informasi akan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini di dasari dengan pertimbangan bahwa di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar inilah tempat




Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.1
Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka
spesifikasi pada penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu
penelitian yang menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dikaitkan
dengan teori-teori hukum dan praktek Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 9 Tahun 2009 yang menyangkut efektivitas dari Peraturan Daerah ini dalam
Pengurusan Administratif Identitas Warga di Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar.
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti2
yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar,
narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penyusunan skripsi ini. Data
primer juga diperoleh langsung dari sumber utama.3 Adapun pihak-pihak yang
dijadikan sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi ini yakni sebagai
berikut:
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : Rieneka
Cipta, 2002), hal.32
2Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 57.
3Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 30.
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a) Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dan dari
143 Pegawai yang ada penyusun mengambil 4 orang pegawai sebagai
narasumber, yaitu Pertama Drs. Fendy Sapa selaku Kabid Akta Kelahiran,
Kematian dan Pengangkatan Anak, Kedua Dra. Hj Melyana Zumbriana,
MM selaku Kabid Administrasi Kependudukan, Ketiga Drs. Y. Situru, M.
Si selaku Kabid Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak,
Keempat Dra. Hj Indrawati selaku Kasi Administrasi dan Pendaftaran
Penduduk. Selanjutnya adapun yang di jadikan sebagai sampel yakni
Anriany Saleng, S.IP, M.Si pada bidang Akta kelahiran tepatnya di bagian
Kasi Kelahiran Terlambat dan Helmi Shaleh, S. Kom staf pada bidang
Server Data.
b) Selain Pihak Dinas Kependudukan penyusun juga mengambil sampel dari
sebgaian masyarakat kota Makassar yang sedang atau pada saat mengurus
Dokumen kependudukannya  di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Makassar. Kemudian untuk menyederhanakan penelitian ini, maka
dari itu penyusun hanya mengambil sampel dari masyarakat sebanyak 15
orang saja yang dianggap representatif atau bisa mewakili dari 771.670
penduduk yang sudah mengurus dokumen kependudukannya dan telah di
terbitkan.
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi
penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan
materi yang dibahas. Data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan
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hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan
topik permasalahan yang telah dirumuskan:4
a) Bahan hukum primer, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun
2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di kantor
Catatan Sipil Kota Makassar.
b) Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku,
artikel ilmiah, dan lain-lain.
c) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan KBBI.
D. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:
1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan masalah yang penyusun teliti.
2. Wawancara,5 merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan
jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara
pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).6
Wawancara dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan
terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun
4 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang : Bayumedia
Publishing, 2006),  h. 392.
5 Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Social (Cet.V, Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2004), h.
58.
6 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 72.
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terlebih dahulu. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan
Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) serta Instansi Pelaksana yang
bersangkutan Tepatnya Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Makassar.
3. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap
gejala yang tampak pada obyek penelitian.7 Metode observasi ini,
digunakan untuk mengumpulkan data tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan
Administratif Identitas Warga di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Makassar Tahun 2010 sampai 2015.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian
saat sesudah memesuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara,
dokumen, dan observasi. Instrument penelitian inilah yang akan mengali data dari
sumber – sumber informasi.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data
sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna
mencari kebenaran kualitatif.  Analisa kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat
deskriptif  dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil
7 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1993), h. 100.
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wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan,
memorendum dan dokumen resmi, sehingga penulis dapat memberikan penilaian
mengenai apakah ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 09 Tahun 2009
dapat dijadikan pedoman agar tercapainya suatu sistem Penyelenggaran Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil yang sesuai yang di amanatkan Undang-undang,
kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan
dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan
penulisan ini.
G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai
berikut :
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip,
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.





A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografis
Secara geografis kota Makassar sebagai pusat pengembangan dan pelayanan
pembangunan di kawasan Timur Indonesia yang letaknya di pesisir pantai Barat
Sulawesi Selatan pada koordinat 119 24,17,29” – 119 32” 31”, 03” Bujur Timur
dan antara 5º 30, 81 - 5º 14’ 6, 49” Lintang Selatan dengan ketinggian yang
bervariasi antara 0 – 25 m dari permukaan laut, dengan suhu antara 22º C sampai
dengan 32º C dan curah hujan antara 2000 – 3000 mm dengan rata-rata hujan 108
hari pertahun.
Adapun batas-batas administrasi Kota Makassar sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar1
2. Luas Wilayah
Secara keseluruhan kota Makassar memiliki luas 175, 77 Km² yang terdiri
dari 14  kecamatan  dengan rincian sebagai berikut :




Luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut
Kecamatan Di Kota Makassar


























































Sumbre Data: BPS kota Makassar.
Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa kecamatan yang paling luas yaitu
Kecamatan Biringkanaya yang mencakup 48,22 Km2, kemudian Kecamatan
Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan tamalate, Kecamatan Panakukang,
Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan
Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, kecamatan Mamajang, Kecamatan
Bontoala, Kecamatan Wajo dan yang  terakhir adalah Kecamatan Mariso yang
mempunyai luas wilayah yang paling kecil.
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Tabel 2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2011 sampai 2015















Jumlah 1.352.136 1.369.606 1.408.072 1.429.242 1.449.401
Sumber data : BPS Kota Makassar.
Berdasarkan tabel di atas, bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk di kota
makassar dari tahun 2011 hingga 2015 dan jumlah penduduk wanita yang mendominasi
dan lebih banyak dari tahun 2011 sampai 2015 dari pada jumlah penduduk laki-laki kota
Makassar tahun 2011 sampai 2015.2
3. Visi dan Misi
Visi misi Kota Makassar sebagai identitas wilayah pembangunan, disusun
dengan pemahaman bahwa, Visi merupakan gambaran atau cita cita kesuksesan
yang ingin dicapai. Sedangkan Misi, merupakan bagian dari tugas dan tanggung
jawab segenap unsur dan pelaku pembangunan itu sendiri, termasuk dari
masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan.3
Visi yakni “Mewujudkan Kota Dunia Untuk Semua, Tata Lorong Bangun Kota
Dunia". Misi antara lain:
2 http://sulsel.bps.go.id. (Diakses hari selasa 5 April 2016 Pukul 13.40 WIB)
3 Pemerintah Kota Makassar, “Profil Pimpinan”, Official Website Pemerintah Kota Makassar,
http://www.makassarkota.go.id/profilpimpinan.html.( Diakses 3 Maret  2016  Pukul 23.20 WIB).
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a) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia;
b) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia;
c) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas
korupsi.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang terletak
di Jl. Sultan Alauddin No. 295 Kompleks Teduh Bersinar Telp: 866520. Berdasarkan
Undang-undang  Nomor   24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan   dan Peraturan  Daerah
Nomor  3  Tahun  2009 tentang   Pembentukan   dan  Susunan   Organisasi
Perangkat Daerah kota Makassar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai
tugas pokok merumuskan,  membina  dan  mengendalikan  kebijakan  di  bidang
kependudukan dan catatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
yang   berlaku.   Dimana   dalam   melaksanakan   tugasnya   Dinas Kependudukan
dan  Catatan  Sipil  berkoordinasi  dengan  pihak  terkait, yang meliputi 14
Kecamatan dan 143 Kelurahan di Kota Makassar.
Dengan jumlah pegawai sebanyak 143 orang lebih, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil kota Makassar terus berusaha meningkatkan kualitas layanannya kepada
masyarakat. Hal ini tentu saja semata-mata  hanya untuk mewujudkan  kepuasan
masyarakat  dalam pengurusan  dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini
tergambar dalam motto Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu “ Masyarakat
Tertib Data Penduduk Akurat” Sedikit mempertegas dan memperjelas lagi tentang
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tugas Instansi pemerintah ini yakni, melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan
tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan
jangka panjang
b. Penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum,
urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, dan pencatatan
sipil;Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang
pendaftaran dan informasi penduduk, bidang pencatatan sipil dan bidang
pengendalian penduduk;
d. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam
lingkup tugasnya;
e. Pembinaan unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap
penyelenggaraan kegiatan dinas;
g. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan
fungsinya.
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Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil terdiri dari:
a. Sekretariat;
Sekretariat berfungsi penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah
tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta
memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perlengkapan.4
b. Bidang Administrasi Kependudukan
Fungsinya sebagai penyelenggara penyiapan bahan dalam menyusun petunjuk
pengelolahan administrasi kependudukan, koordinasi pengelolahan administrasi
kependudukan dengan instansi terkait, kecamatan, desa/kelurahan, evaluasi dan
pelaporan serta tugas-tugas yang bersifat identil.
c. Bidang Akta Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak
Fungsinya sebagai penyelenggara perumusan dan penyusun program,
pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian
4 http://skpd.batamkota.go.id/kependudukan/profil/ ( Diakses pada hari Kamis 2 Maret 2016
Pukul 22.55 WIB).
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dalam bidang kelahiran umum, kelahiran terlambat ,kematian dan pengangkatan
anak, serta penyimpanan dokumentasi dan perubahan.
d. Bidang Akta Perkawinan dan Pengakuan Anak
Fungsinya sebagai penyelenggara perumusan dan penyusun program,
pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian
dalam hal bidang  Akta perkawinan, Akta perceraian, pengesahan dan pengakuan
anak, serta penyimpanan dokumentasi dan perubahan.
e. Bidang Data dan Informasi
Fungsinya sebagai penyelenggara perumusan dan penyusun program,
pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian
dalam hal bidang  penyimpanan dan perubahan, penyuluhan, data dan informasi serta
penyimpanan dokumentasi dan perubahan.
f. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
Fungsinya sebagai pelaksana kegiatan operasioanal dan teknik urusan
pemerintahan, mulai dari pelayanan umum, pembinaan, penyampaian, penyusunan,
penerimaan berkas, evaluasi, perubahan, koordinasi teknis operasional,
penyelenggaran administrasi keuangan, perlengkapan kepegawaian dan jabatan
fungsional.
1. Visi dan Misi
Visinya adalah Makassar Tertib Administrasi Kpendudukan Tahun 2019
sedangkan Misinya adalah sebagai berikut.
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a. Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara
terintegrasi melalui  SIAK (Sistem Informasi Administarsi Kependudukan).
b. Meningkatkan pemutakhiran data base kependudukan secara berkelanjutan.
c. Meningkatan sumberdaya yang profesional secara berkelanjutan.
d. Menumbuh kembangkan sarana dan prasarana SIAK secara berkelanjutan.
e. Meningkatan kajian kebijakan dan pengadilan administrasi kependudukan dan
catatan sipil.
f. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan tugas.5
2. Motto
“Masyarakat Tertib Data Penduduk Akurat”.
5 http://www.makassarkota.go.id/20-kantor kependudukan-catatan-sipil.html (Diakses pada
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B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masalah dalam Pengurusan Identitas
Warga Dalam Hal Administratif
Pada dasarnya pelayanan publik adalah sangat sederhana, variabel pentingnya
hanya ada apa pemberi dan penerimaan layanan, namun kemudian menjadi rumit
tatkala menyangkut pada aspek penilaian tentang kualitas pelayanan yang diberikan
oleh pemberi layanan,6 dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pelayanan publik
terkait pengurusan identitas/dokumen kependudukan masyrakat oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar. Oleh karena pemberi layanan dilakukan oleh Negara (pemerintah-
birokrasi/SKPD) maka dibutuhkan beberapa prasayarat penting yang harus dilalui
oleh pemberi layanan, sebelum produk layanan diberikan kepada masyarakat.
Prasyarat tersebut pertama, adanya proses politik yang harus dilakukan oleh
pemberi layanan agar betul-betul mampu menjawab kebutuhan masyarakat
khususnya warga Kota Makassar. Medianya bermacam-macam, misalnya melalui
kesepakatan warga musyawarah perencanaan pembangunan, dengar pendapat dan
lain sebagainya. Kedua, adanya regulasi yang berbentuk produk hukum untuk
menjamin adanya kepastian dalam pola relasi antara penerima layanan dengan
pemberi layanan.
Dalam praktinya pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar menurut opini yang ada terkadang masih terjadi kasus
6 Hesti Puspitosari, dkk., Filosofi Pelayanan Publik (Cet. 2; Malang: Setara Press, Kelompok
Intrans Publishing dan Jaringan Nasional Mayarakat Peduli Bangsa, 2012), h. 27
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seperti ketidakpastian biaya serta waktu pelayanan. Ketidakpastian ini sering menjadi
penyebab munculnya praktik KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Para
pengguna jasa/masyarakat kota Makassar yang sering tidak sanggup menghadapi
ketidakpastian ini cenderung memilih membayar biaya yang lebih tinggi kepada
penyelenggara pelayanan untuk memperoleh kepastian waktu dan kualitas pelayanan.
Sebaliknya, para penyelenggara pelayanan biasanya memanfaatkan situasi ini untuk
memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadinya. Peristiwa tersebut dianggap
sebagai hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat. Pengguna layanan memberikan
‘salam tempel’ kepeda pemeberi pelayanan sebagai uang pelicin agar
urusan/permasalahannya cepat terselesaikan. Sedangkan pengguna layanan
menerimai ‘salam tempel’ tersebut sebagai ucapan terima kasih dari pengguna
layanan.7 Sedikit penggambaran atau penjelasan secara umum mengenai opini terkait
masalah yang akan di teliti oleh penyusun dan untuk selanjutnya penyusun akan
menjelaskan lebih terperinci lagi terkait hasil penelitian dan observasi yang
dilakukan.
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penyusun di
lapangan secara langsung penyusun menemukan beberapa hal yang menjadi faktor-
faktor yang menyebabkan masalah dalam penyelenggaraan pelayanan di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar khususnya terkait pengurusan
identitas/dokumen kependudukan masyarakat. Adapun beberapa faktor-faktor yang
menjadi masalah antara lain:
7 Hesti Puspitosari, dkk. Filosofi Pelayanan Publik. h. 28.
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1. Aparatur Pelaksana
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Aparatur dapat diartikan sebagai alat
Negara atau pegawai Negeri yang bekerja di badan pemerintah.8 Selain itu, mengenai
aparatur tersebut, adapun pengertian Aparatur adalah aspek Administrasi yang
diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan/Negara, sebagai alat unuk mencapai
tujuan nasional. Aspek-aspek Administrasi itu terutama ialah kelembagaan
(organisasi) dan kepegawaian.9 Adapun pengertian dari Pelaksana atau pelaksanaan
adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai.
Ditinjau dari ilmu Administrasi, aparatur Negara adalah merupakan aspek
Administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan, yang dapat pula
berupa manusia  yang disebut pegawai. Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan ini tergantung pada kinerja aparatur pelaksana oleh karena itu dalam
mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang
taat hukum, berperadaban, modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi,
diperlukan seorang aparatur pelaksana yang berugas sebagai abdi masyarakat yang
harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyaraka dengan
dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945.
8 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. 3; Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h. 17.
9 Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemarintahan dalam Pembangunan Nasional
(Jakarta: Eka Parayangan, 1982), h. 154.
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Aparatur pelaksana khususnya dalam Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan memiliki tugas dan Kewajiban yang meliputi, mendaftarkan peristiwa
kependudukan masyarakat, memberikan pelayanan yang sama dan professional,
meneritbkan dokumen, mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk, menjamin
keserasian dan keamanan data atas peristiwa penduduk, melakukan verifikasi dan
validasi data informasi yang disampaikan oleh penduduk. Aparatur pelaksana atau
biasa lebih dikenal sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dalam memberikan pelayanan
belumlah optimal secara  merata dan keseluruhan. Dikarenakan dari hasil observasi
yang dilakukan, penyusun menemukan bahwa masih ada sebagaian dari aparat
pelaksana yang melakukan tindakan diskriminatif kepada masyarakat dalam
pengurusan dokumen kependudukannya.
Perilaku dari aparatur pelaksana ini pada umumnya di pengaruhi oleh dua hal
yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang dimaksud adalah
Sember Daya manausia atau apara pelaksananya yang dapat dilihat dari kualitas kerja
pegawai, sikap pegawai yang kurang respons terhadap masyarakat, kesadaran dan
konsistensi dari aparat pelaksana dan sarana prasarana sebagai alat penunjang dalam
pelayanan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal itu meliputi seperti  lokasi,
lingkungan, masyrakat pelanggan jasa. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan
faktor eksetrnal ini berasal dari masyarakat itu sendiri yang dalam pengurusannya
terkadang menggunakan alasan mendesak sehingga masyarakat meminta percepatan
proses pembuatan dokumennya.
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Selanjutnya agar data yang ada bisa lebih valid lagi, maka penyusun juga
mengambil sampel dari sebagian masyarakat dengan cara metode wawancara dengan
beberapa masyarakat kota Makassar selaku responden yang sedang mengurus
dokumen kependudukannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar. Hasil wawancara yang dilakukan, penyusun menemukan berbagai macam
masalah yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukannya.
Terkait kinerja pelayanan publik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Mulai dari
masalah prosedur pelayanan yang belum memuaskan, karena terkadang masih ada
tindakan diskriminatif dari aparat pelaksananya, kemudian masalah ketetapan
waktunya atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkadang di nilai
masyarakat tidak pasti atau belum jelas.
Selain daripada itu terdapat juga pandangan sebagian masyarakat yang
mengatakan bahwa kinerja para aparat pelaksana sudah optimal dalam memberikan
pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukannya
karena masyarakat berpendapat bahwa cepat atau lambat pengurusan dokumen
kependudukan itu adalah prosedur yang ada di Dinas Kependudukan dan Cacatan
Sipil Kota Makassar. Kemudian ada juga masyarakat yang berpandangan bahwa
kinerja aparat pelaksana sudah optimal, namun ternyata setelah penyusun mengamati
lebih jauh lagi ternyata masyarakat ini memilki kenalan orang dalam sehingga dalam
proses pengurusannya mudah dan cepat. Sehingga dapat dikatakan bahwasahnya
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kinerja pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar masih samar-samar atau bisa disebut belum cukup optimal.10
Dalam Konteks Penyelenggaraan pelayanan Publik, menurut Lenvine produk
pelayanan publik dalam Negara demokrasi paling tidak harus memenuhi tiga
indikator, yakni pertama, responsivitas adalah daya tanggap penyedia jasa terhadap
harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan. Kedua,
responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses
pemberian layanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-
ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Ketiga,
akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses
penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-
norma yang berkembang dalam masyarakat.11
2. Masyarakat
Masyarakat menurut definisi para ahli secara umum, pengertian masyarakat
adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal
dari bahasa Arab dengan kata “syarka”. Syarka artinya ikut serta (berpartisipasi).
Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat disebut dengan society yang
pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan.
Definisi lain masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menuru
10 Wawancara 15 orang  masyarakat  kota Makassar  selaku  responden   pada saat pengurusan
Dokumen Kepenudukan yang berasal dari Kecamatan Panakukang, Kecamatan Makassar, Kecamatan
Mariso, Kecamatan Tallo, Kecamatan Biringkanaya, Tanggal 3 Maret 2016.
11 Sirajuddin, dkk., Hukum Pelayanan Publik (Cet. 2; Malang: Setara Press, 2012), h. 41.
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suau sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu
rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan mayarakat yang memiliki
keempat ciri yaitu Interaksi antara warga-warganya, Adat istiadat, Kontinuitas waktu,
Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.12
Masyarakat pada dasarnya memiliki peran penting khususnya dalam suatu
pelaksanaan Pembangunan dalam bidang Kependudukan atau yang lebih tepatnya
lagi mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengapa peran
masyarakat ini dikatakan penting dalam Penyelenggaraan Adminisrasi Kependudukan
karena ini menyangkut masalah kepentingan masyarakat itu sendiri, mulai dari
pemberian perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status
hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh
penduduk yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Tujuan penyelenggaraan ini berasal dari atas rasa keinginan yang besar
pemerintah untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, seperti yang di
jelaskan di atas mulai dari memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi
setiap penduduk/warga Negara serta menyediakan data kependudukan yang akurat
dan lengkap. Oleh karena itu respon positif dari masyarakat sangat di butuhkan dalam
bentuk pelaksanaan atau pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara
12 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 115-
118.
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yang baik agar Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini bisa terlaksana
secara opitimal.
Selanjutnya megenai segala akibat dari adanya hak, tentunya akan ada
kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penduduk untuk memperoleh hak tersebut.
Dimana kewajiban setiap penduduk didalam Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan ialah pertama, penduduk wajib melaporkan peristiwa Kependudukan
dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi
persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
kemudian kedua, warga Negara yang berada di luar wilayah Republik Indonesia
wajib melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya
kepada instansi pelaksana dan pencatatan sipil Negara setempat atau kepada
perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penyusun terkait
pemenuhan kewajiban masyarakat dalam suatu Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan itu melihat pada realitas yang ada, masih terdapat sebagian
masyarakat yang memilki tingkat kesadaran yang cukup rendah terkait pemenuhan
kewajiban dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Laporan terakhir
yang diterima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar baru sekitar
70% masyarakat yang memilki tingkat kesadaran yang baik terkait pemenuhan
kewajiban dalam suatu Penyelenggaran Administrasi Kependudukan dan sekitar 30%
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masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam memenuhi
kewajibannya.
Pada dasarnya perilaku masyarakat yang kurang baik semacam ini disebabkan
atau dipengaruhi oleh beberapa hal. Adapun hal yang di maksud pertama, tingkat
kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang masih minim akan pengurusan dan
pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan. Kedua, kurang meratanya
sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
diseluruh kecamatan yang ada. Ketiga, letak lokasi yang jauh dari Instansi yang
terkait yakni Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
Keempat, kurangnya akses informasi yang di dapatkan masyarakat sehingga masih
terdapat sebagaian yang kurang paham mengenai pengurusan dan pentingnya
kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi setiap individu. Kelima, kesenjangan
pendidikan dari sebagian masyarakat yang menyebabkan proses pembinaan dan
pengarahannya itu menjadi lambat serta kurang opitimal, sehingga prospek yang baik
dari masyarakat itu terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum
terlaksana secara marata.
3. Aturan
Aturan adalah suatu instrumen atau alat yang digunakan sebagai dasar hukum
dalam suatu pelaksanaan pembangunan dalam bidang Kependudukan atau yang lebih
tepatnya lagi yaitu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Aturan yang kuat
dan tegas sangat mempengaruhi dan berperan penting dalam keberhasilan suatu
Pembangunan dalam hal ini yang dimaksud adalah Penyelenggaraan Administrasi
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Kependudukan. Namun berdasarkan realitas, aturan yang digunakan itu baik Undang-
undang maupun Peraturan Daerah yang ada masih lemah dan kurang tegas dalam
penegakan sanksinya sehingga kurang memberi efek jera kepada aparatur pelaksana
yang nakal dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana semestinya.
Selain itu tidak hanya sanksi aparatur pelaksannya saja yang masih lemah karena
sanksi bagi masyrakat yang lalai dalam memenuhi kewajibannya itu masih sangat
lemah sehingga belum bisa merubah perilaku ketidakdisiplinan dari masyarakat
dalam suatu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara merata dan
keseluruhan.
Pada dasarnya berbagai peristiwa semacam ini sebenarnya bisa diminimalisir
apabila ada peraturan yang jelas tentang hak dan kewajiban antara pemberi layanan
dan penerima layanan. Undang-undang dan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan
pelayanan publik hanya mengatur  kewajiban pengguna jasa, terutama yang berkaitan
dengan retribusi dan pajak tanpa memberikan perlindungan yang memadai mengenai
hak-haknya, apalagi memberikan jaminan sosial ataupun yang berbentuk social
safety. Ironisnya lagi peraturan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik
selama ini tidak pernah mengatur tentang kewajiban penyelenggara apabila mereka
gagal memenuhi kewajibannya, selain hanya mengatur tentang sanksi dan kewajiban
administrasi saja. Kondisi semacam ini membuat rezim pelayanan bisa
memeperlakukan warga pengguna jasa sehendaknya sendiri dan menjadi penyebab
dari ketidakpastian biaya dan waktu pelayanan. Faktor lain yang menjadi penyebab
buruknya kinerja pelayanan publik adalah kompleksnya struktur birokrasi pelayanan
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publik. Selama ini suatu birokrasi pelayanan publik sering tidak memiliki
kewenangan yang memadai untuk secara sendirian menyelesaikan proses pelayanan
publik di lembaganya.13
Wawancara dengan Bapak Fendi selaku Kabid Akta Kelahiran Kematian dan
Pengangkatan Anak, Sejalan dengan pernyataan di atas menurutnya regulasi terhadap
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil harus segera mungkin dilaksanakan
karena Peraturan Daerah ini adalah salah satu produk hukum pemerintah kota
Makassar yang sudah berlaku cukup lama yakni kurang lebih 6 tahun dan harus
secepatnya di lakukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah ini.
Karena mengingat di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun
2009 ini hanya mengatur tentang pasal mengenai hak, kewajiban dan kewenangan
aparat penyelenggara serta sanksi dan kewajiban administratif bagi masyarakat,
sedangkan di dalam Peraturan Daerah ini belum ada sama sekali pasal yang
mengatur tentang sanksi bagi para penyelenggara pelayanan publik khususnya di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tentang kewajiban
penyelenggara apabila mereka gagal memenuhi kewajibannya, selain hanya
kewajiban administratif saja.14
13 Hesti Puspitosari, dkk., Filosofi Pelayanan Publik. h. 29.
14 Wawancara dengan Bapak Fendi Sapa selaku Kabid Akta Kelahiran Kematian dan
Pengangkatan Anak, Tanggal 2 Maret 2016.
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Sehingga penyusun menganggap pemerintah harus segera mungkin
mengambil tindakan dengan melakukan pembaharuan atau regulasi terhadap
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 ini. Karena melihat Peraturan
Daerah ini belum bisa mewujudkan apa yang dimaksud dari tujuan hukum. Seperti
yang di jelaskan Filsuf Aristoteles memperkenalkan Teori etis dalam bukunya yang
berjudul Rhetorica dan Ethica Nicomachea. Teori ini berpendapat bahwa tujuan
hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah ius
suum cuique tribuere (slogan lengkapnya iustitia est constans et perpetua voluntas
ius suum cuique tribuere) yang dapat di artikan “memberikan kepada setiap orang apa
yang menjadi bagian atau haknya”. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan
menjadi 2, yaitu keadilan komutatif (keadilan yang memberikan kepada tiap orang
menurut jasanya) dan keadilan distributif (keadilan yang memberikan jatah kepada
setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan.15
Selain itu ada juga penjelasan mengenai tujuan hukum yaitu menurut Jeremy
Bentham dalam teori Utilitasnya, pakar hukum asal inggris ini mengemukakan bahwa
hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan
gaya guna (efektif). Adagium yang terkenal adalah “the greatest happiness for the
greatest number” (kebahagian terbesar untuk jumlah yang terbanyak). Teori ini
sangat mengagung-agungkan  kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan
yang berlaku umum, maka munculah semboyan yuridis terkenal yang
15 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2014), h. 23.
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dikumandangkan oleh Ulpianus dalam Digesta “lex dura sed tament scripta” atau
“lex dura sed ita scripta” yang kalau diterjemahkan artinya Undang-undang itu keras,
akan tetapi memang sudah ditentukan demikian bunyinya.16
Kemudian dengan dilakukannya regulasi terhadap Peraturan Daerah ini suatu
sistem pelayanan publik yang baik terkait Penyelenggaran Administrasi
Kependudukan di Kantor Dinas Kpendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah bisa terealisai seperti apa yang diharapakan.
Walupun melihat realitas yang terjadi merubah kesan aktualisasi peran
birokrasi pemerintah yang buruk tidaklah mudah. Di perlukan adanya pembuktian
pelaksanaan peran birokrasi pemerintah yang berpihak pada masyarakat yang dilayani
dengan dilandasi semangat pembaharuan yang mendasar sebagai identitas baru
birokrasi pemerintah, dengan pengertian “pemerintah” bukan ”tukang memerintah,”
tetapi tidak lebih dari institusi penyelenggara kewajiban Negara yang mengurusi,
melayani, mengayomi, melindungi rakyatnya sesuai dengan tujuan dibentuknya
Negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini perlu
adanya suatu kemauan perubahan menuju terwujudnya penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik atau sering diartikan Good Governance, melalui upaya
yang disebut dalam tulisan ini sebagai suatu pengembangan kinerja pelayanan publik
yang memuaskan pelanggan, guna meningkatkan kualitas hidup bangsa yang dicita-
16 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, h. 24.
66
citakan bangsa Indonesia serta dapat melestarikan kepercayaan rakyat kepada
pemerintahanya.17
C. Langkah Strategis Pemerintah dalam Memperbaiki Sistem Pelayanan Publik
Di Kantor Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Makassar
Tujuan utama pelayanan publik ialah memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat sebagai penerima  pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
khususnya pada pelayanan Adminstrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar. Upaya peningkatan kinerja organisasi pemerintah
merupaka suatu dasar kewajiban yang harus dilakukan secara terus-menerus dan
berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, khususanya
pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang
dimaksudkan untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya.
Bagi penyeleneggara Negara perlu memahami dengan pasti apa perannya dalam
pelayanan publik, bagaimana mewujudkan kualitas layanan yang memuaskan rakyat
sebagai penerima pelayanan publik, dan bagaimana seharusnya sikap perilakunya
selaku penyelenggara Negara. Keberhasilan pemerintah ditandai dengan keberhasilan
para penyelenggara Negara, termasuk di dalamnya adalah aparatur pemerintah dalam
melaksanakan tanggung jawab pemerintah yang esensinya adalah penyelenggara
fungsi pelayanan dalam hal ini yang dimaksud Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
17 Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik (Cet. 1; Malang: PT Refika Aditama,
2009), h. 6.
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Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi
birokrasi, yang bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan
publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur
pemerintah yang tidak terpuji, korup, dan tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya
pelayanan umum yang memuaskan pelanggan harusnya tanpa ada pembedaan
(equality). Perlakuan yang tidak membedakan pelanggan tidak cukup, diperlukan
adanya keadilan (equity) serta kejujuran atau keterbukaan (fairness) dalam pelayanan.
Pelayanan yang memuaskan dipengaruhi oleh kompetensi aparatur birokrasi
pemerintahan. Untuk itu perlu adanya perubahan internal di lingkungan birokrasi
pemerintah.
Setidaknya perubahan tingkah laku para pelaku birokrasi secara menyeluruh
mulai dari yang tertinggi hingga paling yang rendah dalam struktur birokrasi menuju
birokrasi pemerintahan yang dicita-citakan sebagai langhkah reformasi birokrasi
pemerintah. Produk layanan yang dibutuhkan oleh publik tentu didasarkan pada
public interest maupun public affairs dengan kualitas yang memuaskan atau tidak
seadanya. Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat berarti memiliki kewajiban
memberikan pelayanan umum pada publik yang pada dasarnya sangat kompleks dan
multidimensional di samping sebagai abdi Negara. Dalampelaksanaan kewajiban
memberikan pelayan publik ini, aparatur pemerintah dalam hal ini yang dimaksud
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut adanya kepakaan (responsiveness)
terhadap kepentingan publik dan bertanggung jawab (responsibility) dalam
68
pelaksanaan tugas serta produk layanannya sesuai dengan tuntutan publik
(representativeness).18
Responsibilitas dalam pelayanann publik dimaksudkan bahwa aparatur
pemerintah dalam hal ini yang dimaksudkan Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD)
di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar senantiasa dalam
pelaksanaan tugasnya bersumber pada adanya Pengendalian dari luar (external
controls), yaitu senantiasa melandasakan diri pada pertimbangan-pertimbangan
ekonomis (economy), efisiensi (efficiency) dan efektivitas (effectiveness) sebagai
perwujudan responsibilitas obyektif. Di samping itu produk pelayanannya dapat
memenuhi nilai-nilai etis dan kemanusiaan sebagai pengendalian subyektif (internal
control) yang bersumber dari sifat subyektif individu aparatur, yaitu perlakuan yang
adil terhadap pelanggan (equity), perlakuan yang sama atas setiap pelanggan
(equality), dan jujur atau keterbukaan (fairness)  dalam pelayanan publik sebagai
perwujudan responsibilitas subyektif.19
Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih
diperlukan pelaku birokrasi pemerintah yang profesional, melakukan tugas
dilandaskan pada landasan normatif dan kepatuhan sebagai etika yang mengendalikan
setiap pelaksanaan tugas, wewenang maupun kekuasaan yang dipercayakan
kepadanya. Terlebih lagi mengahadapi era globalisasi menuntut perubahan mendasar
aparatur pemerintah khusunya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor
18 Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, h. 33.
19 Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, h. 34.
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Dinas Kependudukan dana Catatan Sipil Kota Makassar dalam berbagai hal terutama
sikap dan perilaku dalam pelaksanaan tugas pekerjaan mewujudkan visi dan misi
pemerintah.
Pengembangan terhadap kinerja pelayanan publik terkait penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang Berlandaskan pada UU Nomor
24 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Makassar No 9 Tahun 2009. Haruslah
juga ditunjang dengan pengawasan dalam sistem pemerintahan dengan asas
kedaerahan yakni suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara
penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan pemerintah pusat atau
daerah tingkat atasnya. UU Nomor 5 Tahun 1947 menjelaskan 3 macam bentuk
pengawasan sebagai berikut:
1. Pengawasan Umum yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah untuk menjamin
penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik. Dalam hal ini yang
dimaksud penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pengawasan
dimaksud dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, Bupati,
Walikotamadya Kepala Daerah.
2. Pengawasan Prepentif dilakukan dengan cara bahwa peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu barulah berlaku sesudah
ada pengesahan pejabat yang berwenang.
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3. Pengawasan Represif dilakukan terhadap semua peraturan Derah dan
Kepeutusan Kepala Daerah, yang berwujud penangguhan atau pembatalan
Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang
berwenang.20
Sejauh ini berdasarkan realitas yang terjadi bahwa upaya untuk meningkatkan
kinerja pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar masih sangat
dipengaruhi oleh kemampuan sumberdaya baik sarana maupun aparatur yang
berkemampuan teknis sebagai pendukung terhadap pelaksanaan kegiatan
sebagaimana sasaran yang diharapkan, pada tatanan aspek pelayanan, implmentasi
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Makassar sebagai
sarana pendukung pelaksanaan  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK)  Nasional, menjadi tuntutan terhadap peningkatan kinerja pelayanan dimasa
yang akan datang, termasuk pengelolaan hasil-hasilnya yang tentunya memerlukan
perhatian dan konsistensi dalam pelaksanaannya sehingga apa yang menjadi sasaran
dari aspek pelayanan kepandudukan dapat terwujud dengan fokus pada tersedianya
informasi data penduduk yang akurat dapat diakses dan diinformasikan dengan
mudah kepada masyarakat.
20 Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara (Cet. 1; Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), h. 165.
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Berkaitan dengan itu, bahwa tugas meningkatkan kinerja pelayanan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil  kedepannya, berdasarkan perturan daaerah Nomor
9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tentu akan
lebih memacu kepada peningkatan fungsi pelayanan tertib administrasi
kependudukan sejalan dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
yang telah di perbaruhi menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai pedoman bagi pemerintah kota
Makassar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat kota terhadap kepemilikan
dokumen kependudukan.
Wawancara dengan Ibu Melyana Zumbriana Selaku Kabid Administrasi
Kependudukan terkait upaya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik Di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kota Makassar. Kemudian adapun
langkah strategis yang diambil yakni dengan melakukan evaluasi dan pembenahan
terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rutin dan selalu
memantau perkembangan kinerja dari para aparatur Negara ini mulai dari yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga yang honorer (Non PNS) ini secara
berkala.
Kemudian langkah selanjutnya yakni dengan menerapkan 8 unsur pelayanan
yang baik mulai dari Kesederhanaan dalam pelayanan, Kejelasan/kepastian terhadap
prosedur pelayanan, Keamanan yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa
yang dilayangkan oleh organisasi, Keterbukaan yang menyangkut kesederhanaan  dan
kejelasan pelayanan yang diinformasikan kepada masyarakat, Efisiensi yang artinya
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pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi hendaknya ada pembatasan terhadap
persyaratan yang di anggap penting saja, ekonomis yang artinya pembiayaan yang
dibebankan kepada masyarakat yang dilayani itu sesuai dengan kewajaran,
kemampuan masyarakat umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Keadilan menyangkut jangkauan pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi
diharapkan dapat seluas mungkin dan merata, artinya tidak ada wilayah yang
dibedakan pelayanannya dan terakhir Standar Operasional Prosedur (SOP) atau
Ketetapan waktu yang artinya bahwa pelaksanaan yang telah dijanjikan sesuai dengan
standar yang diberikan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Selain kedua hal di atas dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik
sebenarnya bukan hanya pada perilaku Satuan kerja perangkat daerah saja yang
diperhatikan tetapi seharusnya respon positif dari masyarakat juga harus ada karena
ini menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu Sosialisasi yang
dilakukan secara rutin setahun sekali harus ditambah atau diubah menjadi dua kali
dalam setahun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar agar
kedepannya dapat lebih meningkatakan kesadaran masyarakat. Kemudian Sosialisasi
yang dilakukan pada 14 Kecamatan di kota Makassar ini harus secara merata dan
keseluruhan yang dimana koordinasi terjalin dari Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Makassar ke kecamatan kemudian kelurahan, RW, RT dan sampai ke
masyarakat.
Adapun bukti nyata langkah strategis yang diambil oleh Dinas kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Makassar yang dapat dirasakan masyarakat sekarang ini yakni
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dengan penyediaan Unit Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil keliling
(UP3SK) yang melintas di 14 Kecamatan yang ada di kota Makassar serta jangkauan
yang sampai ke pulau. Tujuan Unit Pelayanan ini yakni untuk mempermudah akses
masyarakat dalam pengurusan identitas/dokumen kependudukannya, jadi Unit
pelayanan ini akan berhenti di titik  strategis dari 14 Kecamatan di Kota Makassar
sehingga dengan cara ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam pengurusan
dokumen kependudukannya saja tapi mengurangi jumlah angka kepadatan
masyarakat yang mengurus dokumen kependudukannya di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.21
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang merupakan
bagian dari pemerintahan daerah seharusnya untuk terus mengupayakan serta
memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat untuk dijadikan hal utama dalam
pelayanan publik dengan memperhatikan faktor-faktor terkait dengan sistem
pelayanan yang diberikan, sehingga dapat menciptakan suatu pelayanan publik yang
berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sehingga dengan demikian
tujuan/tugas pemerintahan dalam Negara modern walfare state tidak hanya
melaksanakan Undang-undang (legis execution) menurut Muarice Duverger dan Hans
Kelsen untuk merealisir kehendak Negara (Staatswil; General will) Jellinek, tetapi
21 Wawancara dengan  Ibu Melyana Zumbriana Selaku Kabid Administrasi Kependudukan
(Tanggal 2 Maret 2016).
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lebih luas dari itu yaitu menyelenggarakan kepentingan umum (Service Publique,
Public Service) demikian antara lain Kranenburg dan Malezieu.22
D. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun
2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap setiap warga Negara atas barang, jasa, dan
pelayan administrasi yang disediahkan oleh penyelenggara pelayanan publik,23 dalam
hal ini dimaksudkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kantor Dinas
kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Undang-Undang Dasar 1945
mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
Negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat
ditentukan oleh baik buruknya penyelenggara pelayanan publik. Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan  didirikan
Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan dalam lembaran pertama point kesatu menyatakan, bahwa dalam
rangka mewujudkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
22 Victor M. Situmorang, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara (Cet. 1; Jakarta: Bina
Aksara, 1989), h. 96.
23 Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan, Publik h. 11.
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kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga
Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 point kedua pada
lembaran  pertama juga menyatakan, Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan
Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi
Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis,
tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju
pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan.24
Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang
telah di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen
Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kota Makassar perlu ditinjau untuk
ditetapkan kembali, sebagai pedoman pelaksanaan program pemerintah Kota
24 Eni Suharti, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan (Cet. 1;
Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 89-90.
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Makassar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepemilikan dokumen
kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berangkat dari hal inilah pemerintah kota Makassar segera mungkin mengambil
langkah strategis dalam memperbaiki sistem tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen
Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kota Makassar.25
Thomas R.dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Artinya adalah agar
tujuan negara tercapai, pemerintah berhak untuk  menentukan kebijakan yang
dianggap tepat untuk diterapkan dan yang kurang tepat untuk diterapkan. Hal itu
dilakukan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki daya guna besar bagi
masyarakat.26 Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling
bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.27
Pada Tahun 2009 pemerintah kota Makassar  mengeluarkan kebijakan yakni
pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kota Makassar yang
25 Peraturan Daerah  Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil.
26 Sri Suwitri, Konsep Dasar Kebijakan Publik (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2011), h. 9-11.
27 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2003), h. 22.
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kemudian di ganti menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di kota Makassar.
Tujuan di keluarkannya Peraturan Daerah ini diharapkan sebagai reformasi dalam
sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan di kantor Dinas Kpendudukan
dan Catatan Sipil Kota Makassar dan selain itu diharapkan setelah undang-undang
ditetapkan bisa memberikan otoritas program, kebijakan, Implementasi Kebijakan
keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009  ini, bagi
Satuan Kerja Pearangkat Daerah (SKPD) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Makassar  adalah suatu landasan Hukum  yang menjadi dasar dalam
mengeluarkan kewenangannya sebagai aparat penyelenggara administrasi
kependudukan dalam pemenuhan hak-hak warga kota makassar dalam pengurusan
identitas/dokumen kependudukannya. Sedangkan bagi masyarakat di kota Makassar
menganggap bahwa hal ini adalah  sebagai suatu regulasi yang ideal di zaman yang
modern ini. Mengapa demikian, karena peraturan daerah inilah yang menjadi landasan
hukum bagi masyarakat khususnya di kota Makassar dalam pemenuhan hak dan
kewajibannya sebagai warga sipil pada penyelenggaraan administrasi kependudukan
di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang
dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah ini adalah ukuran
pencapaian tujuan yang ditentukan pangaturannya dalam peraturan daerah. Dengan
demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target
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yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan
lebih awal. Guna mencapai tujuan tersebut tidak hanya respon positif dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku aparatur pelaksana di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar saja akan tetapi peran dan partisipasi
dari masyarakat pun juga harus ada. Maka dari itu perlu juga diperhatikan beberapa
hal-hal di bawah ini, sebagai berikut;
1) rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat,
2) menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran,
3) cita-cita dengan hukum yang hidup dimasyarakat,
4) serta mempunyai dasar atau tujuan pembentukann yang telah diatur
sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi
kewenangan berlakunya.
Berbicara masalah efektivitas dari pelaksanaan suatu Peraturan, dalam hal ini
yang dimaksudkan adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9
Tahun 2009, model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward
menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan
implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan
struktur birokrasi.28 Kegagalan ataupun keberhasilan implementasi suatu kebijakan
dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah digariskan, dalam literatur studi
28 Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gava Media, 2009), h. 31-32.
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implementasi kemudian di konseptualisasikan sebagai kinerja implementasi.29
Kinerja suatu kebijakan adalah tingkat pencapaian implementasi dalam
mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan
(policy outtput), maupun hasil kebijakan (policy outcome). Penilaian terhadap suatu
kinerja (Performance measurement) merupakan sesuatu yang penting, karena dengan
penilaian terhadap kinerja seorang peneliti dapat menentukan tinggi- rendahnya
kinerja implementasi suatu kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian dan obsevasi yang dilakuakan penyusun
mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun
2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota
Makassar dapat di lihat dari beberapa aspek dibawah ini:
1. Akses dan Cakupan
Dalam pelaksanaan tugas nya di bidang pencatatan sipil dan administrasi
kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berupaya
agar seluruh warga Kota Makassar dapat terlayani dalam proses pembuatan dan
pendaftaran data kependudukan, seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain-lain
serta agar warga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan.
Walaupun menurut fakta, dari 14 Kecamatan di Kota Makassar tidak semua merasa
akses dan cakupan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
mudah dan dekat.
29 Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di
Indonesia (Yogyakarta:  JKMP-MAP, Universitas Gajah Mada, 2012), h. 98.
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Maka dari itu Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar telah
mengupayakan agar seluruh warga Kota Makassar dapat terlayani dalam proses
pembuatan dan pendaftaran data kependudukan dengan cara menyiapkan Unit
Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil keliling (UP3SK) lintas 14 Kecamatan
di Kota Makassar dan jangkauannya sampai di Pulau. Adanya Unit Pelayanan
Berjalan ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat Kota Makassar dalam
pengurusan dokumen kependudukan, namun juga mengurangi jumlah kapadatan
masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Meskipun demikian penyediaan
Unit Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil keliling (UP3SK) belum bisa di
rasakan masyarakat secara merata dan keseluruhan di Kota Makassar dikarenakan
jumlah Unit kendaraan yang disediakan masih sangat terbatas karena sampai hari ini
baru satu Unit saja yang telah disediakan oleh Pemeritah.
2. Pelayanan dan Prasarana
Dalam hal pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukannya Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar memiliki SOP dan pedoman mutu
yang sudah bersertifikat ISO.  Dimana  dalam  pedoman  mutu tersebut diatur
prosedur dan standar dalam pendaftaran dan pencatatan penduduk. Sedangkan untuk
fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat sudah lumayan Standar. Hal ini
ditunjukkan oleh adanya sistem antrian yang baik. Dikatakan baik  karena sudah ada
disediakan tempat pengambilan nomor antrian. Lalu pemanggilan nomor antrian
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sudah menggunakan speaker dan papan nomor antrian Sehingga masyarakat bisa
tertib dalam pengurusan dokumen kependudukannya.
Selain itu di sisi lain dari fasilitas yang tersedia di kantor Dinas
Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar masih ada yang menjadi masalah
yakni belum tersedianya ruang tunggu, kursi yang cukup dan memadai bagi
masyarakat yang antri dalam pengurusan dokumen kependudukannya sehingga tidak
jarang masyarakat merasa tidak nyaman akan fasilitas pelayanan yang tersedia
sampai-sampai mereka harus berdiri dan jongkok dalam mengantri.
3. Komunikasi
bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Makassar adalah dalam bentuk sosialisasi. Hal-hal yang di sosialisasi
kan meliputi  prosedur pembuatan/pendaftaran data kependudukan dan pencatatan
sipil, mengenai pentingnya kepemilikan data kependudukan sehingga diharapkan
timbulnya kesadaran warga untuk mendaftarkan data dirinya di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.
Selain sosialisasi, pihak Dinas juga memberikan brosur-brosur yang berisi tata
cara  dan prosedur  pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sosialisasi dilakukan
di seluruh Kecamatan di Kota Makassar dengan berkoordinasi bersama kelurahan,
kemudian perwakilan warga dari tiap RT dan RW dikumpulkan untuk diberikan
materi sosialisasi, Akan  tetapi tidak  semua  warga yang diundang dalam kegiatan
sosialisasi tersebut, sehingga ada warga yang tidak mendapatkan informasi tentang
kegiatan administrasi  kependudukan dan terkadang juga koordinasi Kecamatan,
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kelurahan, RT/RW yang kurang optimal sehingga tidak merata masyarakat yang tahu
akan sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar. Lalu kesadaran masyarakat yang kurang meskipun telah dilakukan
sosialisasi khususnya untuk orang-orang yang sudah berusia dan merasa tidak
membutuhkan dokumen kependudukan lagi.
4. Sumber Daya
Dalam pelaksanaan tugas di didang pendaftaran Penduduk dan Catatan sipil
jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas kependudukan dan catatan sipil
kota Makassar sudah cukup untuk menjalankan fungsi dari masing-masing bidang,
dan jika ada pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, sedang menjalankan program
jemput bola atau izin tidak masuk kerja, kantor jadi kekurangan tenaga sehingga para
pegawai harus bergantian menutupi posisi yang ditinggal tersebut. Akan tetapi ketika
berbicara masalah kinerja sumber daya manusia yang ada di kantor dinas
kependudukan dan catatan sipil kota makassar dalam memberikan pelayanan ke
masyarakat. Hal ini yang masih menjadi masalah, karena tidak jarang masih ada saja
sebagian aparat pelaksana yang melakukan tindakan diskrimnatif terhadap masyarakat
dalam pengurusan dokumen kependudukannya sehingga budaya antri itu
dikesemapingkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh sistem antrian nomor yang di
buat Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar bagi masyarakat agar tata
tertib dalam pengurusan dokumen kependudukannya teratur dan aman.
Untuk proses input data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Makassar memiliki 8 petugas input data, dan ke delapan petugas   tersebut
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dibagi dalam tugas dan fungsi nya masing-masing. ada petugas input data akta
kelahiran, akta kematian, perkawinan, pendaftaran KTP baru, dan pelayanan
pendaftaran penduduk dan dari 8 petugas input itu dibagi 4 untuk pencatatan sipil dan
4 untuk bagian kependudukan. Perpindahan sistem administrasi kependudukan yang
lama ke sistem informasi administrasi kependudukan yang baru belum sepenuhnya
berhasil, hal itu dikarenakan tidak sinkron nya sistem yang lama dengan yang baru.
Akibat nya harus dilakukan pendataan ulang terhadap kepemilikan dokumen
kepedudukan dan untuk melakukan sinkronisasi data dibutuhkan keterampilan aparat
pelaksana dalam hal tersebut.
5. Struktur Birokrasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dalam
memberikan pelayan sesuai dengan standar prosedur yang ada dan memiliki
pedoman mutu yang  sudah bersertifikat ISO 9001:2008 dan Mengingat bahwa
instansi   ini   melayani   masyarakat dan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai
dengan SOP. Jadi  pekerjaan yang dilakukan  sesuai dengan  waktu pengerjaan.
Setiap tahapan pengerjaan melalui kontrol sehingga tepat waktu
Selain hal di atas berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penyusun
baik dari aparatur pelaksanya atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar maupun masyarakat
memiliki tingkatan kataatan dan kesadaran hukum yang berbeda-beda akan
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
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Penyelenggaran Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar.
Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat menurut pendapat ahli di bawah ini:
Menurut H.C. Kelman, bahwa ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya
dalam tiga tingkatan, yaitu:
1. Ketaatan yang bersifat (compliance), yaitu jika seorang taat terhadap suatu
aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat (identification), yaitu jika seorang taat terhadap suatu
aturan hanya karena ia takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi
rusak.
3. Ketaatan yang bersifat (internalization), yaitu jika seorang taat terhadap
suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai
intrinsik yang dianutnya.30
Menurut penyusun ketiga hal inilah yang harus juga diperhatikan, karena hal-
hal tersebut ini juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi atau
pelaksanaan suatu Peraturan.
Wawancara dengan Bapak Fendi selaku Kabid Akta Kelahiran Kematian dan
Pengangkatan Anak, Menurutnya terkait konsistensi, partisipasi dan respon positif
dari aparatur pelaksana di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
Sejauh ini dari pengamatan yang dilakukan terhadap aparatur pelaksana, itu sudah
30 Muh. Akbar Habe, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 1;  Makassar: Pustaka Refleksi , 2010), h.
22.
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melakukan tugasnya  sebagaimana semestinya atau bisa di katakan cukup baik dan
optimal. Sedangkan dari masyarakat ini yang masih menjadi masalah, dikarenakan
sebagian masyarakat di kota Makassar masih terdapat yang memiliki tingkat
kesadaran yang rendah akan pentingnya kepemilikan dan pengurusan
identitas/dokumen kependudukan. Dari laporan akhir yang diterima oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dari 100% jumlah penduduk
kota Makassar baru sekitar 70% yang memilki kesadaran akan pentingnya
kepemilikan dan pengurusan identitas/dokumen kependudukan dan sedangakan
sekitar 30% yang masih rendah tingkat kesadarannya dalam hal kepemilikan dan
pengurusan identitas/dokumen kependudukan entah itu di sebabkan oleh karena
ketidakpeduliannya, ketidakpahaman ataupun karena kurang bersosialisasi.
Berikut ini adalah data jumlah penduduk yang mengurus identitas/dokumen
kependudukannya berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dari tahun 2011 sampai 2015.
Tabel  3.
Laporan Realisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP Konvensional)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
Tahun 2011 Sampai Februari 2015
No. Kecamatan Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Mariso 5.086 3.435 3.379 4.225 668
2. Mamajang 5.723 3.799 3.164 4.641 896
3. Makassar 9.089 5.476 5.256 5.686 837
4. Ujung Pandang 2.682 1.973 1.399 1.895 340
5. Wajo 4.405 3.193 2.381 2.939 500
6. Bontoala 4.452 3.152 2.910 3.529 584
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7. Tallo 10.159 5.726 5.676 7.925 1.395
8. Ujung Tanah 2.915 1.114 892 2.118 471
9. Panakukang 10.823 9.236 7.826 10.429 1.735
10. Tamalate 14.626 13.054 10.870 13.200 2.224
11. Biringkanaya 17.330 14.380 11.751 16.356 2.799
12. Rappocini 12.920 10.670 8.978 13.319 2.203
13. Manggala 14.227 11.730 12.501 15.655 13.603
14. Tamalanrea 9.598 8.453 8.653 10.246 1.861
Jumlah 124.035 95.391 85.672 112.163 30.116
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2016
Berdasarkan tabel 3 di atas, bahwa terjadi penurunan dalam penerbitan KTP
jenis Konvensional di semua kecamatan di kota Makassar pada tahun 2012 dan untuk
tahun 2013 dari 14 kecamatan di kota Makassar 12 kecamatan mengalami penurunan
penerbitan KTP Konvensioanal kecuali kecamatan manggala dan tamalanrea yang
mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 hingga
februari 2015 penerbitan KTP Konvensional ini mengalami peningkatan di semua
kecamatan di kota Makassar.
Tabel 4.
Laporan Realisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar











1. 2015 1.653.386 1.202.265 804.380 397.885 771.670 24.917
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2016
Penerbitan jenis KTP Elektronik pada bulan Maret hingga Desember tahun
2015 berdasarkan tabel 4 di atas, dari jumlah penduduk kota Makassar yang wajib
KTP yaitu sebanyak 1.202.265 penduduk. Namun baru sekitar 804.380 penduduk
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yang telah melaksanakan kewajibannya berupa perekaman. Sedangkan yang belum
melaksanakan kewajibannya berupa perekaman tersebut yaitu sebanyak 397.885
penduduk. Selain itu adapun jumlah KTP Elektronik yang sudah dicetak dan telah
diterbitkan yaitu sebanyak 771.670 dan jumlah KTP Elektronik yang belum dicetak
dan diterbitkan sebanyak 24.917.
Tabel  5.
Laporan Realisasi Kartu Keluarga
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
Tahun 2011 Sampai 2015
No. Kecamatan Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Mariso 3.187 4.058 3.750 4.959 5.182
2. Mamajang 3.418 3.719 3.690 6.203 8.194
3. Makassar 5.385 5.510 6.242 6.987 6.739
4. Ujung Pandang 1.494 1.654 1.556 2.496 2.451
5. Wajo 2.275 2.200 2.105 2.827 2.839
6. Bontoala 2.192 3.080 3.367 4.898 5.763
7. Tallo 5.590 7.141 7.853 10.920 11.059
8. Ujung Tanah 1.976 2.724 2.730 3.691 3.977
9. Panakukang 5.925 8.369 8.471 10.618 15.680
10. Tamalate 7.265 12.142 11.972 15.026 27.483
11. Biringkanaya 8.268 13.365 12.343 17.065 34.594
12. Rappocini 7.567 9.509 10.837 14.976 34.487
13. Manggala 8.520 10.294 10.294 13.367 29.145
14. Tamalanrea 6.283 8.699 9.314 10.183 25.705
Jumlah 69.345 92.419 94.524 124.216 213.298
Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2016
Bedasarkan tabel di atas, bahwa terjadi peningkatan dalam pengurusan dan
penerbitan kartu keluarga disemua kecamatan di kota Makassar setiap tahun kecuali
untuk kecamatan mariso, mamajang, ujung pandang, wajo, tamalate dan biringkanaya
yang pada tahun 2013 mengalami penurunan dalam pengurusan dan penerbitan kartu
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keluarga, selain itu juga ada kecamatan makassar yang mengalami penurunan pada
tahun 2015. Kecamatan yang yang paling tinggi angka pengurusan dan penerbitan
kartu keluarga mulai tahun 2011 sampai 2015 adalah kecamatan biringkanaya
sedangkan yang paling rendah adalah kecamatan ujung pandang.
Tabel 6.
Laporan Realisasi Akta Kelahiran
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
Tahun 2011 Sampai 2015
No. Tahun Umum Jenis Kelamin Istimewa Jenis Kelamin
L P L P
1. 2011 14.506 7.558 6.948 15.038 7.390 7.648
2. 2012 17.629 9.121 8.508 25.172 12.424 12.748
3. 2013 10.528 5.587 4.941 30.294 15.045 15.249
4. 2014 9.345 5.198 4.147 31.884 15.231 16.653
5. 2015 8.184 4.258 3.926 27.518 13.408 14.110
Jumlah 60.192 31.722 28.470 129.906 63.498 66.408
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2016
Berdasarkan tebel di atas bisa di lihat bahwa untuk (akta) kelahiran umum
mengalami peningkatan dalam pengurusan dan penerbitannya sampai tahun 2012
sedangkan untuk tahun selajutnya mulai dari tahun 2013 hingga 2015 terjadi
penurunan terhadap penerbitan jenis kelahiran umum ini. Sedangkan untuk (akta)
kelahiran istimewah/terlambat mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 terjadi
peningkatan dalam pengurusan dan penerbitannya jenis kelahiran istimewah/ terlambat
ini, dan untuk tahun berikutnya yakni pada tahun 2015 terjadi penurunan terhadap
penerbitan  (akta) kelahiran istimewah/terlambat ini.
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Berangkat dari uraian penjelasan serta tabel-tabel di atas, implementasi atau
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 9 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kota Makassar ini
belumlah efektif karena empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian
keberhasilan implementasi peraturan ini belumlah optimal. Selain itu  adapun empat
variabel yang dimaksud adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur
birokrasi yang dimiliki Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar belum





Berdasarkan hasil penelitian dan pokok masalah yang telah dibahas oleh
penyusun, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam pengurusan identitas warga
dalam hal administratif ini adalah Pertama, aparat pelaksanana terkait
pelaksanan tugas dan fungsinya yang belum optimal karena dipengaruhi oleh
beberapa hal yaitu faktor Internal yang meliputi dari kepribadian aparat
pelaksana terkait kesadaran, sikap/perilaku dan professionalnya dalam
bekerja, kemudian faktor eksternal yaitu lokasi, lingkungan, dan masyarakat
pelanggan jasa. Kedua, Masyarakat yang meliputi, keasadaran dan
kepatuhannya yang masih rendah dan minim, kurang meratanya sosialisasi,
letak lokasi yang jauh dari Instansi, Kurangnya akses informasi, dan terakhir
kesenjangan pendidikan yang di alami oleh sebagian masyarakat. Ketiga,
Aturan yang lemah baik  itu Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang
ada.
2. Langkah Strategis pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik di Kantor
Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan melakukan
evaluasi dan pembenahan terhadap sistem pelayanan dan kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)  secara rutin dan selalu memantau perkembangan
kinerja dari para aparatur Negara secara berkala. Kemudian selanjutnya
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dengan menerapkan 8 unsur-unsur pelayanan yang baik, mulai dari
Kesederhanaan dalam pelayanan, Kejelasan/kepastian terhadap prosedur
pelayanan, Keamanan yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang
dilayangkan oleh organisasi, Keterbukaan, Efisiensi, Ekonomis, Keadilan, dan
Ketetapan waktu. Langkah Selanjutnya yakni dengan menyediakan Unit
Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil keliling (UP3SK) yang melintas di
14 Kecamatan yang ada di kota Makassar serta jangkauan yang sampai hingga
ke pulau.
3. Implementasi atau Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 9 Tahun
2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil Di Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dari
pihak dinas kependudukan menyatakan telah menjalankan tugas dan
wewenang sebagaimana semestinya dan selalu berusaha memberikan
pelayanan yang maksimal walaupun dengan prasarana seadanya. Namun disisi
lain dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penyusun dari
sebagian elemen masyarakat dan ditambah dengan sampel data yang ada
bahwasahnya pelayanan yang di berikan oleh dinas kependudukan belumlah
optimal secara merata dan keseluruhan tehadap berbagai elemen masyarakat
yang ada.
B. Implikasi Penelitian
Terkait dengan hasil penelitian, maka beberapa implikasi dapat dikemukakan
sebagai berikut:
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1. Diharapkan para aparatur pelaksana bisa lebih konsisten dalam menjaga
komitmen yang telah disepakati agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal. Kemudian dari masyarakat daiharapkan memiliki kesadaran
akan pentingnya kepemilikan identitas/dokumen kependudukan. Pembaharuan
terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 harus segera
dilakukan karena mengingat dalam Peraturan Daerah ini belum mengatur
tentang kewajiban penyelenggara apabila mereka gagal memenuhi
kewajibannya, selain hanya mengatur tentang sanksi dan kewajiban
administrasi saja.
2. Dukungan dalam bentuk partisipasi dari aparat penyelenggara dan masyarakat
kota Makassar akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan upaya-upaya
pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan publik di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
3. Diharapkan Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar terus
meningkatkan serta mengoptimalkan secara merata dan keseluruhan, terkait
sistem komunikasi yang dilakukan, sumberdaya manusia, disposisi dan
struktur birokrasi sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan ini
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